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PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.TSe

ZA L 7

Sl o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,
dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xXxxXxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 06
April 1996, agama lIslam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, pendidikan D4, tempat kediaman
di Jalan Moh. Hatta, RT 010 RW 003, Desa
Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas
Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara, domisili elektronik

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX / XXKXXXXXXXXXXXX Sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 20 Juni 1996,
agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan
SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXX,

Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16

Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.TSe,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Utara,
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/04/111/2021, tertanggal 06 Maret
2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di JI. Moh. Hatta, RT 010 RW 003, Desa Ruhui
Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara selama 3 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Tergugat telah menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat,
Penggugat juga telah dikebalikan ke rumah orang tua Penggugat
oleh Tergugat pada tanggal 27 Januari 2024;
- Tergugat ketahuan memiliki kebiasaan mabuk, judi online;
- Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat sejak Juni 2023;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak sejak Juni 2023;
5.  Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni
2023 Tergugat meninggalkan kediaman dan Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih
1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dengan
Nomor KP.3.3/02/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani
oleh Rofikoh Yunianto, S.I.K (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 81040861);
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8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa
perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,
panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana relaas secara e--summons kepada Penggugat kepada secara
surat tercatat kepada Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah
hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas para pihak yang
ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;
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Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali
rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena
ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum,
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1 . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGATNIK
DXOXOXXXXXXXXXXX tertanggal 01 Maret 2023 . Bukti fotokopi surat tersebut
telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata
sesuai dengan aslinya, bermaterei cukup telah di nazagelen kemudian
diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxXxxxxxxxxxxx tanggal 06 Maret
2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Palas
Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat
tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,
ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterei cukup telah di nazagelen
kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama
TERGUGATtertanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan olehPLT. Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti
fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan
dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterei cukup telah di
nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua

Majelis;
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4. Asli Surat Nomor XxxxXxxxxxxxxxx Hal Pengiriman Surat Izin Cerai a.n Briptu
TERGUGAT tertanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kepolisian Resot Kota Bulungan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Ketua Majelis, bermaterei cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode
(P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN
Guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, mengaku sebagai ayah
Kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Ayah Kandung Penggugat

- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Erlanda Windy Yosindo;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal
bersama di rumah Saksi di Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung
Palas Utara, Kabuparten Bulungan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, rumah tanggah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan Harmonis lagi sejak Tahun 2021;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan
Tergugat suka main judi online dan mabuk;

- bahwa Saksi pernah melihat Tergugat main judi kartu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Juni 2023;

- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah berkumpul lagi;

- Bahwa, keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukum
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai Teman;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Erlanda Windy Yosindo;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal
bersama di rumah Saksi di Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung
Palas Utara, Kabuparten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tanggah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan Harmonis lagi sejak Tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan
Tergugat suka main judi online dan mabuk;
- bahwa Saksi pernah melihat Tergugat main judi kartu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Juni 2023;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukum
dengan Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak
dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;
Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat
kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi berdasarkan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata
bahwa tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama
persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar
dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan
tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa terhadap putusan verstek Majelis Hakim
sependapat dengan pendapat ahli figh yang tercantum di dalam kitab 'lanatut
Thalibin Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai dasar
pendapat, yang berbunyi :

- o z o o — o
81 lsn pudsall o 8 ol 2 B GIE Eladlls
— — 0 -~
555 el &5 00 OLsls i

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada
di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau
enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat
dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap
mempertahankan isi dan maksud gugatannya.
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Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan dalam perkara ini adalah
Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu
Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri setelah menikah
hidup rukun dan harmonis, namun sejak September 2021 keadaan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
disebabkan, Tergugat memiliki kebiasaan mabuk dan judi online, sehingga
antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023
sampai sekarang sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian
duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan.
Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana
perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan
(personel recht), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah
dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya
pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya
kebohongan besar (de grote langen) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan
wajib bukti kepada Penggugat dan pula Majelis Hakim memandang perlu
mendengar keterangan dan atau saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau
orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4)

yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut;
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Menimbang, bahwa (P.1, P.2 dan P.3) Majelis Hakim berpendapat
bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus
dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan oleh Majelis Hakim telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti
(P.1, P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (vide Pasal 285
R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut memuat keterangan
yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah
memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, P.2 dan P.3)
harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende
Bewijskracht).

Menimbang, bahwa P.4 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti
tersebut merupakan asli suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti,
telah di-nazegelen, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi
persyaratan formil (vide Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti P.4 tersebut
memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat
sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti
P.4 harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende
Bewijskracht).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat
terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang sesuai identitas yang tertera
dalam surat gugatan dan merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten
Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
dengan demikian nyata Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum
(rechbtrekking);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang diajukan Penggugat
terbukti bahwa TERGUGATsebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga
yaitu PENGGUGATsebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang diajukan Penggugat
terbukti Penggugat sebagai PNS POLRI telah memperoleh izin cerai dari
atasan lansung Penggugat sebagaimana ketentuan Peraturan Kepolisian
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Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat
dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat
sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil,
sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya
akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat bersesuaian
antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri setelah menikah
hidup rukun dan harmonis, namun sejak September 2021 antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
disebabkan, Tergugat memiliki kebiasaan mabuk dan judi online, sehingga
antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023
sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian
tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907
dan Pasal 1908 KUHPerdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut
merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat serta
keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan
gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang
sah;

2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan
harmonis namun sejak September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat
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terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan,

Tergugat memiliki kebiasaan mabuk dan judi online, sehingga antara

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023

sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga agar kembali

rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

4. Penggugat telah memperoleh izin cerai dari Kasatkernya ;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum

(rechbets) bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang
luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (vide Pasal 30 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi
Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut
dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (Vide Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum
Islam).;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan firman Allah
SWT, Surah Ar Ruum 21, sebagai berikut
l&] |yswj lylgjl sSwdil 82 oSJ @b A awlil o

.u_g).i.o.u ,og.nJulJy -JJ.) ._;\9 L)l d.o?J_g o.)_9.o p.iuu J.SL?_g
Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap,
awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak
September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus disebabkan, Tergugat memiliki kebiasaan
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mabuk dan judi online, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah
tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang demikian tentunya tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi
biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis dan diantara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi
terkoordinasi dalam urusan rumah tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam
perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami
isteri, apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan
menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin
terwujud.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara
hukum dipaksakan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk tetap
mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak
negatif bagi kedua belah pihak seperti frustasi dan atau penderitaan-
penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh
Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara
perkawinannya diputuskan (Outbinding des huwelijk) selaras dengan gaidah
fighiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai
berikut;

tlaoll Ll Gle paio swlaal])s
Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil
yang baik™;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik
dari Penggugat dan atau Tergugat untuk memperbaiki, bersatu lagi dalam
membina rumah tangganya selama mereka pisah tempat tinggal sejak Juni
2023 yang lalu sampai sekarang adalah suatu qarinah yang membuktikan
bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken

marriage), dan sulit untuk dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt),hal ini
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sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam
satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang
cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil POLRI
telah memperoleh izin bercerai dari Kasatkernya sehingga telah memenuhi
pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018
perubahan Nomor 9 tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,
Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi “Perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa dari rumusan hukum kamar Agama tersebut diatas
ditemukan suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran
yang terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16
tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat
dikabulkan bilamana :

1. Jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan
KDRT'.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah
tersebut dipahami, meskipun terbukti telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan
terbukti pula keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi namun,
terlebih dahulu harus dilihat apakah akibat pertengkaran tersebut diikuti dengan
telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau ditemukan fakta
hukum adanya salah satu pihak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 atau selama kurang
lebih 1 (tahun) tahun yang lalu, dengan demikian fakta ini telah memenuhi
kriteria poin 1 (satu), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023,
dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (¢) Kompilasi
Hukum Islam, perkawinan Penggugat dijatuhkan dengan talak satu bain
Sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata
di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
PENUTUP

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir,
S.H.l, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu
Novika, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M.
Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Rosalena, S.H. Muhammad Nasir, S.H.l, M.H

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 32.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah :Rp ,00
- Penerjemah :Rp ,00
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- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



